
BUPATI  KUTAI  KARTANEGARA 

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR 98 TAHUN  2012 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  KUTAI  KARTANEGARA, 
 

Menimbang : a.  bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

Anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai 

Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011. 

 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 

dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

 

 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

 



 
 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3988); 

 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400);   
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara  Tahun  

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
 

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
 

 

 
 

 

 
 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5043); 



 
 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republilk Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Rerpublik Indonesia Nomor 4503); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rerpublilk 
Indonesia Nomor 4575); 

 

 
 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



 
 

4577);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilk 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 4578);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 

4614);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintahan, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

 

 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 



 
 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4737);  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 

32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang / Jasa Pemerintahan; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

 

 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 



 
 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 

Nomor 11); 

 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2010 Nomor 16); 

 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9); 
 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 

Nomor 10); 

 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11); 

 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);     

 

 
 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 
Kabupaten Kutai Kartanegara.     

 

44. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 

45. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 
Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Kutai Kartanegara; 

 



 
 

46. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 

47. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

 

a. Pendapatan : 
1. Pendapatan Asli Daerah      Rp.    175.810.375.224,09  

2. Dana Perimbangan       Rp. 4.779.904.685.254,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.    671.194.414.298,00 
Jumlah Pendapatan       Rp. 5.626.909.475.776,09 

 

 
b. Belanja : 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.  976.639.693.164,00 
b) Belanja Subsidi Rp.  101.799.925.941,00 

c) Belanja Hibah Rp.    83.817.228.500,00 

d) Belanja Bantuan Sosial      Rp.    81.872.392.800,00 

e) Belanja Bantuan Keuangan    Rp.  270.004.561.758,00 
f) Belanja Tidak Terduga Rp.      5.967.500.000,00  

Jumlah Rp. 1.520.101.302.163,00 

  
 

 

 
 

 

 
 

2. Belanja Langsung : 

a) Belanja Pegawai Rp.    261.238.653.455,00 
b) Belanja Barang dan Jasa  Rp.    884.643.030.490,02 

c) Belanja Modal Rp. 1.257.633.074.374,23 

Jumlah Rp. 2.403.514.758.319,25 

 
Jumlah Belanja               Rp. 3.923.616.060.482,25 

Surplus Rp. 1.703.293.415.293,84 

 
 

3. Pembiayaan : 



 
 

a) Penerimaan  Rp.     885.396.560.209,53 

b) Pengeluaran Rp.     147.199.744.129,00 
Jumlah Pembiayaan Neto     Rp.     738.196.816.080,53 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
 Rp.  2.441.490.231.374,37 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 
  

Ditetapkan di Tenggarong 

pada tanggal  4 Oktober 2012   



 
 

                       

BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
 

 

 
          RITA WIDYASARI 

 

Diundangkan di Tenggarong  

pada tanggal  4 Oktober 2012 
 

 SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 
  

 
 
 
 

    EDI DAMANSYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012  
NOMOR 98 
 

 TELAH DIKOREKSI OLEH    

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. Drs.  EDI DAMANSYAH, MM Plt. Sekretaris Daerah  

2. H. CHAIRIL  ANWAR, SH, M.Hum Assisten Pemerintahan Umum & Hukum  

3. ROKMAN TORANG, SH, MH Kabag Administrasi Hukum  

4. H. RUS AFFANDI, S.Sos, M.Si Kasubbag Perundangan  
 

 

 

 


